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Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) adalah unit Eselon | pada K ementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum.
Beberapa layanan publik yang dilaksanakan Ditjen AHU memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat
umum dan negara, seperti pendaftaran PT dan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam menyel enggarakan
layanan publik dan membantu kegiatan internalnya, Ditjen AHU memanfaatkan teknologi informasi sebagai
media pendukungnya. Ketersediaan dan keandalan layanan publik khususnya yang berbasis teknologi
informasi merupakan hal yang penting, sehingga diperlukan rencana untuk untuk menjaga kedua hal
tersebut, untuk memastikan kegiatan bisnis dapat tetap berlangsung bahkan ketika ada gangguan maupun
bencana. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 17 ayat (1). Mengingat pentingnya hal tersebut, diperlukan rencana
pemulihan bencana yang baik untuk Ditjen AHU.

Proses perancangan Disaster Recovery Plan (DRP) yang dilakukan menggunakan kerangka acuan dari
NIST, dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi Ditjen AHU. Tahapan yang dilakukan pada
perancangan DRP ini adalah melakukan identifikasi terhadap aset yang dimiliki Ditjen AHU, identifikasi
dan penilaian risiko, analisis dampak risiko terhadap bisnis, kemudian menentukan teknologi dan strategi
yang tepat untuk proses pemulihan dari bencana. Hasil dari perancangan DRP ini diharapkan dapat
membantu menjaga ketersediaan dan keandalan sistem informasi yang dimiliki Ditjen AHU ketika terjadi
gangguan maupun bencana.

<hr><i>Directorate General of Legal Administrative Affairs (Ditjen AHU) is Echelon | unit at Ministry of
Justice and Human Rights who perform public service in the field of public law administration. Some public
services which carried out by Ditjen AHU have great benefits for the general public and the nation, such as
company registration and fiduciary registration. In conducting public services and internal activities, Ditjen
AHU utilize information technology as its supporting medium. The availability and reliability of public
services especially which based on information technology is an important thing, so it is necessary to have a
plan to mintain both of those thing, to ensure that business activities can till take place even when thereisa
disruption or disaster. Thisthing isin line with Government Regulation No. 82 Y ear 2012 on the Conduct of
the Electronic Transactions Systems Chapter 17 verse (1). Considering itsimportance, it is necessary to have
agood disaster recovery plan for Ditjen AHU.

The design process of the Disaster Recovery Plan (DRP) were performed using the NIST framework as a
reference, with some adjustments in accordance with the conditions of Ditjen AHU. The steps being taken in
this DRP design process is identification of the assets owned by Ditjen AHU, identification and risk
assessment, business impact analysis, and determine the appropriate technologies and strategies for disaster
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recovery process. The results of this DRP design is expected to help maintain the availability and reliability
of information systems owned by Ditjen AHU when disruption or disaster happens.</i>



